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BAB II
LANDASAN TEORITIS
A. Kerangka Teori
1. Konsep BP4
a. Sejarah Berdiri dan Tujuan BP4
Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut
ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara
terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan
rumahtangga/keluarga yang sakinah mawaddah  warahmah.
Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan
dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961
diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang
Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan
Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang
Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan
masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.
Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan
perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya
angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan
sirri, perkawinan mut’ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur
meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi
kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan
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meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu
menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi
dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4
harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana
dan prasarana yang memadai.
Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekedar
menjadi lembaga penasihatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga
mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi
demi kemandirian organisasi secara profesional, independen, dan
bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian
Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas,
maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai
tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin
berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait
dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART
ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat
responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang
muncul dalam masyarakat.1
Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna
mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai
1 Keputusan musyawarah nasional badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian
perkawinan (BP4) ke XIV tahun 2009 nomor 26/2-p/BP4/vi/2009 Tentang anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan
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masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia,
sejahtera, materil dan spirituil.
Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan
5, BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:
1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai
nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan
maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara
di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah
perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan
agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami
yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan
pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang
memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan
keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
BP4 adalah badan semi resmi dari Departemen Agama.
Kedudukan BP4 di Depag pada awalnya setara dengan P2A dan BKM.
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BP4 yang semula berakronim Badan Penasehat Perkawinan,
Perselisihan, dan Perceraian, mempunyai cita-cita pokok yaitu
“mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian
sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga
yang bahagia dan sejahtera”. BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960.
Dipilihnya tanggal tersebut karena pada tanggal tersebut berlangsung
pertemuan pengurus BP4 Se-Jawa yang merupakan embrio BP4 secara
nasional.
Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) membuat peran BP4 begitu sentral. Struktur BP4 yang
berjenjang sampai ke desa terbukti mampu menekan perceraian yang
tidak perlu. Begitu masyarakat mempunyai masalah biasanya lapor
kepada P3N (pembantu pegawai pencatata nikah) yang nota bene
sebagai BP4 Desa. BP4 desa merupakan tokoh agama lokal yang
disegani. P3N khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah kebanyakan
dirangkap oleh Modin. Kepercayaan masyarakat yang besar terhadap
Modin (yang berasal dari kata imam ad-din yang berarti pemimpin
agama) tidak lepas dari posisinya yang merupakan kyai kampung yang
secara sosiologis merupakan kepanjangan tangan dari Kyai karismatik
di daerahnya. Modin itulah yang bertanggungjawab mengurusi semua
peristiwa-peristiwa keagamaan, mulai dari pernikahan, kematian,
kelahiran bayi, dsb. Oleh karena itu Modin secara kultural dianggap
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mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sengketa-sengketa
keagamaan di pedesaan, termasuk pertikaian rumah tangga, waris, dsb.
Jika tidak bisa didamaikan ditingkat desa, Modin membawa
masalah tersebut ke BP4 kecamatan yang bertempat di KUA setempat.
Jika tidak bisa didamaikan, baru kemudian dihadapan penghulu
perceraian dilangsungkan. Pengetahuan para Modin dan petugas BP4
tentang keluarga pasangan yang bertikai serta kearifan lokal dan
kewibawaan yang mereka miliki serta penanganan yang berjenjang
tersebut mempersempit ruang gerak manipulasi dan penyalahgunaan
perceraian.
Setelah keluarnya UU Perkawinan terjadi perubahan tata cara
perceraian, yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA kemudian
berubah menjadi : perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama dan
dicatat di KUA. Walaupun saat itu Pengadilan Agama masih dalam
satu payung dengan Departemen Agama akan tetapi tetap membawa
konsekuensi terhadap keberlangsungan BP4.
Salah satu perubahan terpenting dalam tubuh BP4 adalah
pembagian peran BP4 di level kabupaten dan kecamatan. BP4
Kabupaten yang secara ex officio dikepalai oleh Kabid Urusan Agama
Islam (sekarang menjadi Kepalas Seksi Urusan Agama Islam)
berfungsi menjadi mediator pasangan yang akan bercerai dan BP4
Kecamatan yang ex officio dikepalai oleh Kepala KUA bertugas
membina pasangan yang akan menikah. Mekanisme kerja BP4 di KUA
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adalah sebatas Penasehatan pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin.
Meski tidak seperti Malaysia yang mensyaratkan sertifikat Kursus
Calon Pengantin bagi pasangan yang akan menikah, KUA dengan BP4
melakukan pembekalan terhadap calon pengantin dengan materi yang
masih terbatas fiqh dan etika pernikahan dalam Islam.
Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan SK Menteri Agama
No. 30 Tahun 1977 yang berisi, pertama, BP4 sebagai satu-satunya
badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang
pemberian penasehatan, perkawinan dan perselisihan rumah tangga,
kedua, menunjuk Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
untuk melaksanakan bimbingan BP4. Dengan dikeluarkan SK Menteri
ini dengan segala kelebihan dan kelemahannya BP4 semakin eksis.
Sejak awal biaya operasional BP4 diambilkan dari biaya
pencatatan nikah yang dibayarkan masyarakat ke KUA. Sebelum
reformasi Keuangan Negara, biaya pencatatan Nikah sebesar Rp.
30.000,- sesuai dengan UU No. Tahun 1946 ditambah biaya
operasional yang ditentukan sendiri oleh KUA yang diperuntukkan
untuk lembaga-lembaga seperti BP4, P2A maupun BKM. Maka tidak
heran hingga saat ini banyak aset-aset Depag yang beratas nama
lembaga-lembaga tersebut yang dibeli dari biaya nikah waktu itu.
Pada tahun 2006 Pengadilan Agama resmi berpisah dengan
Departemen Agama menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung
berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
28
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan
struktur ini membawa dampak perubahan tidak hanya pada kinerja
BP4 tetapi juga proses perceraian secara umum. Di antaranya, pertama,
BP4 tidak lagi menjadi lembaga mediasi, kecuali pasangan PNS atau
pegawai BUMN. Warga masyarakat yang hendak bercerai
langsung mengajukan sendiri ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4
desa dan kecamatan setempat. Kedua, tidak adanya kontrol yang ketat
terhadap keinginan perceraian. Perceraian yang idealnya adalah bagian
dari solusi, justru tidak jarang menjadi bentuk baru kekerasan terhadap
pasangan.
Ketiga, tidak adanya sinkronisasi antara PA adan KUA.
Peraturan perceraian yang menitahkan pelaksanaan dan pencatatan
perceraian di PA menimbulkan celah yang bisa digunakan seseorang
untuk hal-hal yang menyeleweng. Reformasi disegala bidang ternyata
tidak menyentuh substansi fungsi yang dijalankan BP4 selama ini.
Peran-peran yang dijalankan BP4 kalah pamor dengan WCC dan
LSM-LSM perempuan yang bermunculan di medio 90-an. BP4 tidak
hanya stagnan lebih dari itu mengalami degradasi fungsi dan perannya.
Apalagi setalah diatur sistem keuangan Negara, terutama terbitnya UU
No. 13 tahun 2003, maka lembaga-lembaga semi resmi seperti BP4,
P2A dan BKM otomatis tidak memperoleh biaya operasioanal.
Ketiadaan biaya opersional ini semakin memperpuruk kondisi BP4
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saat itu, dan tidak berlebihan jika ada yang mengatakan wujuduhu ka
‘adamihi (keberadaanya tidaklah berbeda dengan ketiadaanya).
Menyikapi hal tersebut pada juni 2009, tepatnya pada Munas
BP4 Ke-XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut. Dalam Munas
tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi, fasilitasi dan advokasi
dalam memperkokoh ketahanan keluarga sehingga tidak hanya
menghindarkan perceraian yang tidak perlu juga meningkatkan
kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain yang dihasilkan adalah
perubahan akronim BP4 menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan.
Dari perjalanan sejarahnya tampak beberapa kelebihan dan
kelemahan BP4 dalam menjalankan perannya. Beberapa kelebihannya
antara lain : pertama, struktur yang mengakar sampai ke desa membuat
BP4 sangat dekat dengan masyarakat. Kedua, pelibatan tokoh-tokoh
lokal dalam kepengurusannya yang nota bene mempunyai pengetahuan
yang baik situasi kondisi maupun kultur masyarakat setempat. Kedua
kelebihan ini sulit untuk ditandingi bahkan oleh LSM atau lembaga-
lembaga lainya. Dengan dua modal tersebut BP4 mempunyai potensi
untuk memberdayakan keluarga secara massif.
Adapun kelemahan dan kekurangan yang dimiliki BP4 saat ini
antara lain: pertama, kelembagaan BP4 yang lemah. Tidak hanya
sistem organnya yang belum tertata dengan kuat juga tidak jelasnya
pada pendanaan operasional BP4. Kedua, visi dan misinya belum
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terpahami oleh seluruh elemen. Ada kemungkinan hal ini disebabkan
lemahnya visi, misi ataupun worldview BP4. Ketiga, struktur
kepengurusan yang diisi oleh para pejabat terkadang tidak
mempertimbangkan prinsip profesionalisme. Dampak lain, dibawah,
BP4 dijalankan sebagai “sampingan”, sebab tidak menjadi tupoksi
(tugas pokok dan fungsi) dari pejabat itu sendiri.
Kesadaran “birokratis” yang mendominasi watak pejabat
bukannya kesadaran “transformative” menjadikan BP4 hanya
dimaknai sebagai beban yang tidak perlu bagi para pejabat. Keempat,
watak ekslusif BP4 yang menfokuskan diri pada umat Islam. Terkesan
ada beban ganda dalam diri BP4 yakni misi “dakwah” dan misi
“negara” dan tidak jarang teradapat ketegangan-ketegangan yang sulit
didamaikan. Kemungkinan ini juga terpengaruh oleh pembedaan
pelayanan pernikahan dan perceraian umat Islam dan umat agama lain
yang kedepan musti dikaji ulang kembali. Walhasil lengkaplah
kelemahan BP4 tidak hanya pada level ideologi gerakannya juga pada
manejemen pengorganisasiaannya.
b. Peran dan Tugas BP4
Secara formil tujuan BP4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai
perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut
tuntunan Islam” (Anggaran Dasar BP4 Pasal 3). Ada 2 (dua) hal yang
saling berkaitan menjadi tujuan organisasi BP4, yaitu:
a. Mempertinggi nilai perkawinan.
31
b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan
Islam.2
Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum. Yaitu agar nilai
perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya.
Sementara dalam kondisi masyarakat sekarang banyak terjadi samen
leven atau kumpul kebo, yaitu hidup bersama tanpa adanya pernikahan
yang sah, maka tujuan ini adalah aktual.
Tujuan kedua lebih bersifat praktis dan individual. Yaitu setiap
perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya
menimbulkan “neraka” bagi masing-masing pihak. Lembaga keluarga
adalah kesatuan dari beberapa pribadi yang masing-masing sebagai
manusia bebas dengan beragam sifat dan karakter. Dalam keadaan
demikian, tanpa bimbingan dan suri tauladan akan mudah melahirkan
sengketa sebagai akibat dari masing-masing pihak yang ingin
dominant atau tidak memperhatikan pihak lain.
Anggaran Dasar BP4 Pasal 4, memberi 5 cara penting sebagai
usaha menuju tercapainya tujuan diatas, yaitu:
1. Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak,
cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
3. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan
perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
2 BP4 Pusat, Op.Cit., hal. 130
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4. Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus,
penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
5. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya
didalam dan luar negeri.
Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan
adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk untuk tujuan BP4.
BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: (1) tokoh-tokoh
organisasi wanita dan pria, (2). Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh
perorangan yang diperlukan (pasal 5 Anggaran Dasar BP4). Para
anggota BP4 dapat disebut sebagai Counselor BP4.
Counselor BP4 tidak hanya melayani suami atau isteri yang
sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka
sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi
hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja,
melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana
suami dan isteri dapat dididik dan dibina sehingga mereka sendiri
dapat mewujudkan hubungan yang harmonis.
BP4 selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri
agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik,
sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami dan isteri
hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana
mengelola konflik (apabila ternyata konflik tidak dapat dihindarkan),
dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak
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meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih
sayang antara suami dan istri.
BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:
1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai
nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan
maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara
di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah
perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan
agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami
yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan
pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang
memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan
keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan,
diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan
dengan perkawinan dan keluarga;
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9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan
dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang  bertujuan
membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk
kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan
keluarga.3
c. Susunan Organisasi BP4
1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi
pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
dan Kecamatan;
2. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan
meliputi:
a. Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan
Perkawinan dan Keluarga.
b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus.
c. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha.
d. Bidang Humas dan Publikasi,dokumentasi
3. BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor
dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga4
3 Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009
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d. Pengurus
1. Pembina BP4 tingkat Pusat terdiri dari: Ketua Mahkamah Agung,
Menteri Agama Rl, Menteri dan Kepala Lembaga terkait; Pembina
BP4 tingkat Provinsi adalah Gubernur; Pembina BP4 di tingkat
Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; Pembina di tingkat
Kecamatan adalah Camat;
2. Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari unsur pejabat Kementerian
Agama dan Peradilan Agama, institusi terkait, ulama, tokoh
organisasi Islam dan cendikiawan ;
3. Tim Ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman
dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan
dan keluarga yang sakinah yang secara operasional memberikan
dukungan kepada pengurus BP4 dalam pelaksanaan program,
terutama dalam bentuk pemikiran, ide dan gagasan.
4. Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum,
ketua-ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara,
wakil bendahara, serta bidang-bidang;
5. Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi
muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam,
tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu
terkait fungsi BP4;
4 BAB IV Pasal 7 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatan
Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Masa Bhakti 2014-2019
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6. Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat
dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu
periode berikutnya.5
2. Tinjauan Umum Tentang Keluarga sakinah
a. Keluarga Sakinah
Menikah dan berumahtangga merupakan fitrah setiap manusia
yang diciptakan oleh Allah dengan kecenderungan menyukai lawan
jenis dan hidup berpasangan. Allah Ta’ala berfirman:
                    
                 
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang
telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah
menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu” (QS an-Nisaa’: 1).
Dalam ayat lain Allah berfirman:
                
             
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-
anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-
baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil
dan mengingkari nikmat Allah” (QS an-Nahl: 72).
5 Ibid, Bab V Pasal 8
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Dengan berumah tangga, seorang manusia bisa mencurahkan
cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarganya, yang dengan itu
semua dia bisa merasakan ketentraman dan kedamaian dalam
hidupnya.
Oleh karena itulah, agama Islam yang diturunkan oleh Allah
untuk kebaikan hidup manusia, sangat menganjurkan dan menekankan
pentingnya berumah tangga, serta mengatur hukum dan adab yang
berhubungan dengannya untuk tujuan mewujudkan kebahagiaan dan
ketenangan hidup bagi manusia.
Pembinaan keluarga secara formal dimulai dari jenjang
pernikahan. Tapi sebelum itu, sejatinya proses pembinaan itu juga
dilalui, misalnya dalam bentuk peminangan atau khitbah. Saat
peminangan, laki- laki dan perempuan berusaha untuk mengenal satu
sama lain, serta menjajaki sikap saling pengertian dalam berbagai hal
untuk mengukur keseimbangan masing- masing, dalam bahasa agama
disebut kafaah.6
Proses ini penting dilakukan oleh calon pasangan suami isteri,
sebab mereka akan menempuh perjalanan panjang dalam bahtera
rumah tangga. Karena itu, akad pernikahan yang mendasari
terbentuknya keluarga disebut dalam Al Quran sebagai mitsaqan
ghalidzan, perjanjian yang kokoh.
6 M. Cholil Nafis & Abdullah Ubaid, Keluarga Maslahah, (Jakarta: Mitra Abadi Press,
2012), h. 272
38
Ketentraman tentu saja tidak dapat dicapai secara otomoatis,
tetapi harus ada tatanan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.
Tatanan itupun dapat dilakukan dengan serasi manakala masing-
masing anggota keluarga mempunyai sikap saling pengertian. Sikap
ini, ibarat dalam satu bangunan keluarga, merupakan penyangga
utama.7
Dengan begitu, berkeluarga mempunyai kensekwensi sikap
pengabdian satu sama lain. Pengabdian ini akan langgeng dan stabil
bila dilandasi oleh kesadaran. Sikap- sikap tersebut akan mendukung
terciptanya keluarga maslahah jika dijalankan atas dasar rasa cinta
(mawaddah), kasih sayang (rahmah), dan tanggung jawab, yang pada
gilirannya, akan menimbulkan ketenangan dan ketenteraman hati
(sakinah).
Sukses dalam kehidupan rumah tangga akan membawa dampak
pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan sehari- hari,
keluarga sebagai kelompok terkecil di dalam masyarakat, tentu saja
tidak lepas dari pergumulan sosial di masyarakat, tentu saja tidak lepas
dari pergumulan sosial di masyarakat. Keluarga yang berkualitas akan
membawa pengaruh besar pada tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini
merupakan fitrah manusia. Keluarga sebagai satuan sosial dibentuk
atas keinginan individu- individu yang bersatu. Tiap individu
mempunyai naluri dan dorongan untuk berinteraksi dengan individu
7 Ibid, h. 273
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lain. Tindakan ini akan melahirkan kelompok sosial terkecil, yang
disebut keluarga.
Menikah bukanlah hanya untuk menjalin hubungan suami siteri
di dunia belaka, namun menikah adalah perjuangan dua insan untuk
mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Menikah
merupakan bagian ibadah yang mulia untuk menyempurnakan
sebagian dari agama seseorang. Salah satu ayat yang biasanya dikutip
dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan
dalam Al Quran adalah Surat Al Rum ayat 21 :
            
        
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan
pasangan suami isteri yang telah membina suatu rumah tangga melalui
akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan dia
natara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga
masing- masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.8
Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni
rumah tangga sakinah, sebagaimana yang disyaratkan Allah SWT
8 Burhanuddin, Nikah Siri, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 46-47
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dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci
yang disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut apabila
dikaitkan dengan tujuan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut
Islam, yaitu Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ulama tafsir
menyatakan bahwa sakinah adalah suasana damai yang melingkupi
rumah tangga yang bersangkutan, dimana masing- masing pihak
menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati,
dan saling toleransi, dari suasana sakinah inilah kemudian akan
muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (mawaddah), sehingga
rasa tanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya
para mufassirin mengatakan bahwa sakinah dan mawaddah inilah
nantinya akan tercipta kehidupan rumah tangga yang penuh rahmat,
yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT,
sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih sayang suami isteri
dan anak- anak mereka.
Hidup berumah tangga menjadi cita-cita dan idaman sebagian
besar umat manusia. Rumah tangga berdasarkan harapan dan tujuan
tertentu antara lain untuk melanjutkan keturunan, kebutuhan biologis
dan ketenteraman jiwa.
Agama Islam menawarkan prinsip- prinsip dan faktor- faktor
yang saling terkait untuk mencapai rumahtangga yang sakinah, antara
lain memilih calon suami/ isteri yang sehat fisik, mental, akal dan
memperoleh keturunan berkualitas. Memilih pasangan yang bersih dan
41
sehat secara seksual dan berakhlak baik untuk ketenteraman jiwa.
Faktor ekonomipun tidak kalah penting. Oleh sebab itu pilihlah
pasangan yang giat mencari harta dan hemat, cermat mengelolanya.
Semua faktor saling mendukung dan untuk mencapai harapan
tersebut tidak ada satu faktor yang dapat menjamin sakinah sebuah
rumah tangga tanpa faktor lain.9
b. Tanda-tanda rumah tangga sakinah ialah:
1. Terwujudnya rasa Mawaddah dan Rahmah
Islam memberikan petunjuk bahwa seharusnya dalam
rumah tangga terpancar di dalamnya rasa mawaddah atau saling
menginginkan dan rahmah atau kasih sayang di antara anggota
keluarga, lebih lebih antara suami isteri.10 Yang demikian terdapat
dalam al quran Surat Ar Rum Ayat 21 :
            
        
Artinya:Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2. Diberkati keturunan anak dan cucu
Selain dari itu, maka sebaiknya dalam rumah tangga
terdapat anak dan cucu, agar lebih dapat mempraktikkan semua
9 Harnida, Rumah Tangga Teladan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), H. 31
10 Ibid, h. 32
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ajaran Islam yang bertalian dengannya, sebagaimana firman Allah
SWT dalam surat An Nahal ayat 72:
            
                   
Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu
sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-
anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.
Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan
mengingkari nikmat Allah ?"
3. Dilimpahi rezeki yang berkecukupan
Adapun rezeki itu tidak datang sendirinya, tapi diperlukan
usaha yang bermutu dan maksimal, sebagaimana firman Allah
dalam surat ar ra’du ayat 26:
                    
     
Artinya: Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa
yang Dia kehendaki. mereka bergembira dengan kehidupan
di dunia, Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan)
kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).
Maksudnya, bahwa rezeki itu akan diperdapat bila usaha
yang keras dan bermutu, mka akan diberikan Allah SWT sesuai
dengan aktifitas mendapatkannya.
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Bila tinggi mutunya, maka lebih banyak dari yang rendah.
Bila maksimal, maka diberikan sesuai dengan takdir yang sudah
diatur, sejak di dalam rahim yang bersangkutan. 11
Pada dasarnya yang bertanggungjawab mengenai biaya atau
nafkah rumah tangga ialah suami dan bukan isteri, sebagaimana
firman Allah SWT dalam surat An Nisa’ ayat 34:
           
  
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian
mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka.
Maksudnya, bahwa biaya rumah tangga adalah atas
tanggung jawab suami, tapi, bila isteri seorang yang kaya sehingga
tidak membutuhkan lagi tambahan dari suaminya, maka isteri
bolah saja membebaskan suaminya dari kewajiban itu. Tapi jangan
untuk memanja- manjakan diri, tapi harus menggunakan
kesempatan itu untuk kepentingan yang lain. Yang demikian akan
terlihat dalam pergaulan Rasulullah SAW dengan isteri pertama
bernama Khadijah, sehingga beliau dengan bebas dapat
11 Ibid, h. 34
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mendakwahkan Islam. Jarang kita melihat isteri yang mendorong
suaminya untuk berprestasi, walaupun dia seorang yang kaya.
4. Suami berperan sebagai pemimpin yang dihormati
Kedudukan suami di rumah tangga seumpama nakhoda
kapal, di tangan suamilah terletak tanggung jawab untuk mengatur
dan mengarahkan bagaimana bentuk rumah tangga yang
dikehendaki apakah akan mengutamakan kepentingan dan
kebahagiaan duniawi semata ataukah rumah tangga sesuai dengan
ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.
Dari rumah tangga yang sakinah ini diharapkan akan lahir
umat yang berkualitas yang beriman dan  berakhlak mulia.
Kepemimpinan suami yang wibawa ialah kepemimpinan yang
dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan dipatuhi dengan
tulus ikhlas oleh seluruh anggota keluarga. Suami yang mampu
mendorong kebahagiaan dunia akhirat. Itulah cirri- cirri dari ruamh
tangga yang sakinah.
Suami yang saleh sangat penting demi kokohnya dasar
kehidupan berumah tangga di atas pilar yang kuat : rumah tangga
akan langgeng jika berada pada alur yang sudah ditetapkannya.
Jika hal tersebut terpenuhi, maka besar kemungkinan akan
tercapainya tingkat sosial yang baik, tingkat ekonomi yang mapan,
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tingkat pengetahuan yang tinggi, dan hal yang terpenting adalah
bahwa seorang suami yang saleh dapat melindungi haknya.12
Dalam kehidupan di dunia yang fana ini semua makhluk
hidup baik manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan tidak
bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan
sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat
manusia, berkembang biaknya binatang-binatang dan untuk
melestarikan lingkungan alam semesta. Hukum alam semacam ini
dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Zariyat ayat 49 :
           
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah.13
Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat
sakral dan mempunyai tujuan sakral pula, dan tidak terlepas dari
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at agama. Orang yang
melangsungkan sebuah pernikahan bukan hanya untuk memuaskan
hawa nafsu tetapi juga untuk meraih ketenangan, ketentraman dan
sikap saling mengayomi di antara suami isteri dengan dilandasi
cinta dan kasih sayang yang mendalam. Disamping itu untuk
12 Abdullah Hamid Kisyik, Bina’ Al- Usrah Al Muslimah Mausu’ah Al- Zawaj Al-
Islami, Terjemahan (Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah). 2005, Bandung: PT.
Mizan Pustaka, h. 27
13 Dep. Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, th 2002, h. 756.
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menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami
dan pihak isteri dengan berlandaskan Ukhuwah Islamiyah.
Allah telah menjadikan pernikahan sebagai bagian dari
beberapa tanda kekuasaan Allah yang bersinar dan sebagai salah
satu aspek manipestasi ke-Esaan Allah. Ada tiga macam anugerah
yang diberikan Allah kepada hambanya melalui pernikahan.
Pertama, sesungguhnya isteri adalah adalah wanita yang berjiwa
mulia. Allah menciptakannya dari unsur yang sama dari penciptaan
laki-laki. Wanita adalah bagian dari diri seorang laki-laki. Oleh
karena itu laki-laki dan wanita adalah sama dan sejajar dalam
tingkat kemuliaan dan penciptaannya. Kedua, isteri itu bagaikan
tempat tinggal dan ketenangan jiwa yang dapat dirasakan oleh
seorang laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat
al-Rum ayat 21 :
            
        
Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis dirimu sendiri,
supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum
yang berfikir.14
Ketiga, adanya ikatan rasa kasih sayang yang telah diciptakan oleh
Allah dalam hati sepasang suami isteri, sehingga dengan limpahan
14 Al-Quran: al- Rum. 21.
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rahmat-Nya telah tertanam rasa simpati dalam pribadi setiap
insan.15
Khulu’ atau gugat cerai menurut bahasa berasal dari kata
علخ yang berarti mencabut, melepaskan atau menanggalkan,
misalnya disebut khola’a tsaubu yang berarti dia (suami) telah
menanggalkan pakaiannya. Dinamakan demikian karena istri
digambarkan sebagai pakaian laki-laki, demikian juga sebaliknya,
laki-laki sebagai pakaian istri. Sebagaimana firman dalam surat al-
Baqarah, 187 :
  
artinya: “Mereka (istri) itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun
(suami) adalah pakaian bagi mereka.”
Khulu’ disebut juga ءادف yang berarti tebusan. Karena istri
meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah
tebusan atau imbalan kepada suami. Islam membolehkan seorang
perempuan memutuskan ikatan perkawinannya melalui khulu’
dengan cara memberikan kembali kepada suami apa yang pernah
diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya,
sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah: 229, dimana Allah
15 Syaikh ash-shabuni, Hadiah Untuk Pengantin, terj. Iklillah muzniyyanah djunaedi, (jakrta:
mustaqim, 2004), h. 30-35.
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telah membolehkan bagi istri untuk menebus dirinya dengan
membayar ‘iwadl kepada suaminya.
             
                   
             
Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
istri untuk menebus dirinya. Itu adalah ketetapan Allah, maka
janganlah kalian melanggar ketetapannya, dan barang siapa
melanggar ketetapannya maka mereka adalah termasuk orang-
orang zhalim.”
Asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana riwayat dari
Imam Tarmizi dalam al-Jami’ ash-Shalih Sunan at-Tirmidzinya dan
al-Hakim meriwayatkan dalam al-Mustadrak ‘Ala ash-shahihaini-
nya:
“Dari ‘Aisyah ra, ia berkata: “pernah terjadi seorang suami
mentalak istrinya kapan saja ia suka. Ia masih tetap menjadi
istrinya kapan saja suaminya kembali kepada istrinya dalam masa
‘iddah, sekalipun sang suami mentalaknya seratus kali atau lebih”.
Sampai sang suami tadi berkata kepada istrinya: “demi Allah saya
tidak akan mentalak kamu, tetapi menyingkirlah dari saya dan saya
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tidak menaungi kamu selamanya”. Istri berkata: “bagaimana bisa
begitu?” Suaminya melanjutkan perkataannya: “saya mentalakmu,
tetapi begitu masa ‘iddahmu hampir habis saya ruju’ kepadamu”,
demikian seterusnya. Kemudian istri tersebut melapor dan
menanyakan hal itu kepada Nabi saw, akan tetapi Nabi saw diam
saja tidak menjawab. Karena perihal dan pertanyaan yang diajukan
kepada Nabi saw maka turunlah Surat al-Baqarah ayat 229 tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa pada masa jahiliah, orang
Arab menjatuhkan talak menurut kehendak hati kepada istrinya,
tidak terbatas. Kemudian mereka merujuk sekehendak hatinya pula.
Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina
mereka padahal perempuan adalah hamba Allah yang harus
dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Sehingga ayat
ini turun untuk merubah dan memperbaiki keadaan yang buruk
tersebut, untuk mengatur urusan pernikahan, urusan talak dan rujuk
dengan sebaik-baiknya.
Secara definitif, ada beberapa pendapat terkait khulu’. Di
antaranya mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa khulu’ adalah
menanggalkan kepemilikan nikah yang tergantung atas persetujuan
istri dengan menggunakan lafal khulu’ atau lafal yang bermakna
sama dengan khulu’. Menurut Mazhab Maliki khulu’ adalah talak
dengan memberi sesuatu atau ‘iwadl dengan menggunakan lafal
50
khulu’ yang berasal dari pihak istri atau walinya, atau talak dengan
lafal khulu’. Menurut Syafi’i khulu’ adalah perpisahan antara
sepasang suami istri dengan memberi sesuatu penganti dengan
menggunakan lafal talak atau khulu’ disertai dengan penerimaan
pihak istri. Dan menurut Hanbali khulu’ adalah perpisahan antara
suami istri dengan menggunakan pengganti kepada suami dengan
lafal tertentu.
Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, khulu’ adalah
pemberian istri kepada suami semua harta yang diberikan oleh
suami kepada istri selama dalam pernikahan. Imam Syaukani
dalam kitab-nya Nailul Awthar dan Sayyid Sabiq dalam kitab-nya
Fiqhus Sunah menyatakan khulu’ adalah firaqur rajuli zaujatuhu
bibadlin yahshulu lahu yaitu perceraian suami dengan istrinya
dengan pembayaran ganti rugi yang diperolehnya. Sedangkan
menurut Hisako Nakamura berdasar hasil riset untuk Thesisnya
mendefinisikan khulu’ adalah suatu perceraian atas prakarsa istri
dengan pembayaran ‘iwadl kepada suami dan diucapkan oleh
suami secara lisan atau tulisan dengan kata-kata “aku khulu’
engkau dengan iwadl”. Dalam pernyataan khulu’ tersebut nilai dari
‘iwadl harus ditentukan dalam bentuk barang atau uang.
Di dalam Sunan Abu Daud menyebutkan bahwa terdapat
ulama yang menggunakan istilah “mubaraat” atau pelepasan
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bersama untuk khulu’. Mubaraat ini bisa disebut juga dengan
mubarat yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan oleh istri
kepada suaminya untuk berkhulu’ ketika sang istri tidak memiliki
harta untuk menebus dirinya (iwald) dan khulu’ tersebut sah
dengan melalui persetujuan suami. Istilah tersebut digunakan
dalam konteks khulu,’ jika tidak dalam konteks khulu’ maka
penggunaan istilah “mubaraah” termasuk dalam jenis “thalaq ala
mal” sebagai contoh apabila suami berkata kepada istrinya ”kamu
saya cerai dengan sejumlah uang” dan istri setuju, maka terjadilah
thalaq ala mal (cerai dengan uang).
Surat al-Baqarah 187 menyuratkan bahwa suami-istri
ibarat baju yang seharusnya saling melengkapi dan mengisi dalam
rumah tangga, tetapi jika tugas tersebut sudah tidak bisa berfungsi
sebagaimana visi rumah tangga dikarenakan beberapa hal yang bisa
diterima oleh syariat dan nilai-nilai kemanusiaan maka istri bisa
melakukan khulu’ atau suami bisa melakukan cerai, sehingga
tanggallah baju tersebut, sebagaimana arti khala’. Sementara pada
ayat 229 menyuratkan tentang diperbolehkannya bagi istri untuk
membayar suatu tebusan atas dirinya kepada suami karena jika
tidak menebus (memaksakan rumah tangga dengan masalah) maka
dihawatirkan keduanya tidak bisa menjalankan hukum rumah
tangga sebagaimana sunnah Allah. Sehingga istri diperbolehkan
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untuk memberikan ‘iwadl sebagai tebusan atas harta pemberian
yang telah diberikan oleh suami kepadanya.
Selain al-Baqarah 187 dan 229 tersebut, Allah juga
mempertegas disyariatkannya khulu’ pada surat an-Nisa ayat 4,
dengan cara agar para suami mengambil tebusan istri atas dirinya
yang ingin lepas dari ikatan suami. Allah berfirman :
                    
Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada
perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh
kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu
sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik
akibat-nya.”
Dengan demikian, Al-Baqarah ayat 187, 229 dan an-Nisa
ayat 4 menjadi tendensi atas disyariatkannya khulu’ atau gugat
cerai istri kepada suaminya. Selain ayat Alquran tersebut yang
menjelaskan khulu’, terdapat hadis yang menceritakan sejarah
kejadian disyariatkannya khulu’, berdasar peristiwa yang terjadi
pada istri Tsabit bin Qais yang bernama Jamilah saudara Abdullah
bin Ubay bin Salul, dimana istri Tsabit bin Qais datang kepada
Nabi dan meminta agar Tsabit bin Qais bisa melepaskan ikatan
pernikahan dari Tsabit karena Jamilah tidak suka dengan perangai
Tsabit bin Qais, namun Jamilah tidak mau menjadi seorang yang
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kafir karena durhaka kepada suaminya. Istri Tsabit bin Qais
mendatangi Nabi saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak
membenci Tsabit dalam agama dan ahlaknya. Aku hanya takut
kufur”. Maka Rasul bersabda: “maukah kamu mengembalikan
kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia
mengembalikan kepadanya dan Rasul memerintahkannya, dan
Tsabit pun menceraikannya”. (H.R. Bukhari).
Peristiwa yang sama diriwayatkan oleh al-Shan’ani
bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang
menghadap Rasullah saw. mengadukan perihal dirinya sehubungan
dengan suaminya.
هركأ نكلو نیدلاو قلخ يف ھیلع بیعأ ام سیق نب تباث الله لوسرایملاسلإا يف رفكلا
Artinya: Ya Rasulallah, terhadap Tsabit bin Qais, saya
tidak mencelanya tentang budi pekerti dan agamanya, namun saya
membenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam.
Terhadap pengaduan Jamilah ini, Rasulullah bersabda kepadanya:
 نیدیرتأ؟ ھتقیدح ھیلع
Artinya: Bersediakah engkau mengembalikan kebun kepadanya
(Tsabit)?
Jamilah menjawab: iya (bersedia), kemudian Rasulullah
memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya:
ةقیلطت اھقلطو ةقیدحلا لبقإ
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Artinya: Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu
talak.
Berdasar beberapa penjelasan dari Alquran dan hadis
tersebut dapat ditarik bahwasanya seorang istri memiliki hak untuk
memutuskan ikatan perkawinan jika ia sudah merasa tidak nyaman
dengan suaminya dan jika dipaksakan untuk bersama tapi tidak
akan mencapai tujuan pernikahan maka istri bisa mengajukan
khulu’ kepada suaminya atau gugat cerai kepada hakim untuk
mengajukan perpisahan dengan memberikan harta (‘iwadl) sebagai
tebusan atas dirinya kepada suaminya. Sedangkan jumlah ‘iwadl
tersebut tergantung atas kesepakatan dari dua belah pihak (suami-
istri).
Khulu’ merupakan bukti atas bentuk kesetaraan dan
emansipasi antara suami dengan istri dalam relasi hak hubungan
pernikahan. Jika suami memiliki hak untuk melepaskan istrinya
dengan talak maka istri memiliki hak untuk menebus suaminya
dengan cara mengkhulu’. Islam memberikan dasar ajaran
emansipasi antara suami dengan istri dalam suatu ikatan
pernikahan. Syariat khulu’ ini menjadi referensi penting bagi
pergerakan perempuan Islam di dunia, dimana sebagian kelompok
menuduh Islam sebagai agama yang patriarkhi terhadap
perempuan, menempatkan perempuan pada ranah domestik,
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memposisikan perempuan dalam kuasa laki-laki (suami) dan
menggantungkan kehidupannya pada suami.
Emansipasi ini bisa dilihat atas surat al-Baqarah ayat
187, dimana masing-masing suami dan istri berfungsi sebagai
pakaian terhadap suami atau istrinya. Suami bisa melengkapi dan
menutupi kekurangan istri, sebaliknya istri bisa melengkapi dan
menutupi kekurangan suami. Masing-masing dari mereka memiliki
tugas dan tanggung jawab yang balance berdasarkan perannya
masing-masing dalam kehidupan dan untuk keberlangsungan suatu
rumah tangga. Masing-masing dari mereka memiliki hak yang
setara berdasar aturan Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Ayat
tersebut menjelaskan bahwa tidak ada dominasi antara suami istri
dalam ikatan rumah tangga.
Berdasarkan keterangan tersebut, seorang istri
diperbolehkan menggugat cerai jika ia sudah tidak cocok dan
terdapat alasan yang kuat bahwa suami sudah tidak bisa
menjalankan tugas sebagai suami sedangkan istri tidak bisa lagi
menjalani hidup bersama suami. Dalam kondisi tersebut, tidak
diperbolehkan dan haram hukumnya bila istri mencari-cari cara
untuk membenci suaminya agar ia bisa lepas dari ikatan
pernikahan. Jika hal ini terjadi maka menurut riwayat Imam Ahmad
dan Nasai dari Abu Hurairah dihukumi haram. Berikut hadisnya:
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تاقفانملا نھ تاعلتخملا
“Perempuan yang menawarkan khulu’ adalah munafik”.
Sedangkan menurut jumhur ulama dalam kondisi
demikian perempuan dihukumi makruh.
Dan berikut hadis lain yang diriwayatkan oleh Tsauban
ra. tentang larangan bagi istri untuk melakukan khulu’ tanpa ada
alasan.
ةنجلا ةحئ ار اھیلع مارحف سأبام ریغ ىف قلاطلا اھجوز تلأس ةءرما امیأ
Dari Tsauban ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Setiap
perempuan yang mau talak kepada suaminya tanpa alasan yang
dibenarkan agama, maka haram baginya mencium seberbak surga.”
Lantas bagaimana jika suami sengaja menyakiti istri
dengan tidak menjalankan kewajibannya sehingga istri bosan dan
membencinya lalu istri menggugat cerai kepada suaminya? Dalam
kondisi demikian maka khulu’-nya batal dan tidak sah meskipun
sudah diputuskan. Perbuatan ini diharamkan supaya tidak terjadi
perampasan harta oleh suami dari istri, sebagaimana tersebut dalam
surat an-Nisa ayat 20.
          
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              
Artinya: “Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain,
sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka
harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari
padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa
yang nyata”.
Dalam kasus tersebut, sebagian ulama berpendapat
bahwa khulu’nya sah tetapi keengganan suami dianggap haram.
Imam malik berpendapat bahwa khulu’-nya berlaku sebagai talak
dan tebusannya wajib dikembalikan kepada istri.
Hal serupa adalah ketika suami tidak senang dan
membenci istrinya karena suatu hal maka ia tidak boleh menahan
istri dan mempersulitnya untuk menebus dirinya, melainkan Islam
mensarankan hendaklah suami mentalaknya dengan cara yang
ma’ruf, sebagaimana tersebut dalam al-Baqarah: 231 dan an-Nisa:
19, sebagai berikut:
            
                 
                 
               .
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Artinya:”Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka
mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang
ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula).
Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan,
karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang-siapa
berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap
dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah
sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa
yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-
Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada engkau dengan apa
yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta
ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(Al-Baqarah:231).
               
              
                 
 
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagai
dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka
melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan
mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu,
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-
Nisaa’:19).
Bertolak dari adanya niatan istri untuk menyakiti suami
atau suami menyakiti istri maka khulu’ sejatinya harus atas
persetujuan dan kesepakatan antara suami dan istri. Apabila masing-
masing suami istri tidak ada kesepakatan maka hakim dapat
menetapkan (mewajibkan) khulu’ kepada suami, ini berdasar hadis
istri Tsabit bin Qais yang pernah mengadukan perkaranya kepada
59
Nabi saw. kemudian Nabi mewajibkan Tsabit supaya bersedia
menerima kebun yang pernah ia berikan kepada istrinya dan supaya
Tsabit bisa menceraikan istrinya.
Ada ulama yang berpedapat bahwa perselisihan yang
datang dari pihak istri cukup untuk adanya khulu’ dan ada pula yang
berpendapat bahwa khulu’ tidak dapat diminta sebelum adanya
syiqaq atau perselisihan. Adapun jika terjadi perselisihan antara
suami istri (syiqaq) dan masalahnya berlarut-larut tanpa ada jalan
keluar maka di antara suami istri bisa melaporkan kasusnya ke
pengadilan untuk kemudian hakim bisa mencarikan hakamain yaitu
satu hakim dari pihak istri dan satu hakim lagi dari pihak suami.
Kedua hakim ini dianjurkan dari pihak keluarga masing-masing
dengan alasan bahwa keluarga lebih mengetahui permasalah yang
sedang terjadi antara pihak suami dan pihak istri, tetapi jika tidak
ada, maka bisa berasal dari luar.
Tugas kedua hakim ini adalah untuk menyelidiki dan
memberikan penyelesaian masalah yang diperselisihkan oleh suami
istri dalam rumah tangganya. Kedua hakim tersebut harus bisa
mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh suami istri yang
sedang bersengketa hingga persengketaan tersebut clear. Jika belum
mendapatkan solusi maka hakim pengadilan akan memerintahkan
dua hakim tersebut untuk menyelidikinya hingga mendapatkan solusi
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akhir dan jika belum mendapatkan solusi untuk ketiga kalinya maka
sang hakim pengadilan akan mengangkat hakim lain. Hakim kedua
ini berkewajiban menyampaikan pendapatnya kepada hakim dan
hakim wajib menjalankan keputusan kedua hakim tersebut. Hal ini
sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa: 35.
                     
         
Artinya: Jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara
keduanya, maka uruslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. jika dua orang hakam
tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi
taufik kepada suami istri itu. (an-Nisa: 35)
Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa
keberadaan hakam tidak memerlukan kuasa dari pihak suami atau
istri, sehingga hakim bisa menunjuk siapapun di antara saudara atau
famili dari pihak suami istri yang bersengketa.
Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syafii dalam suatu
qoulnya berpendapat bahwa hakam tidak diperkenankan
menceraikan kecuali apabila suami memberikan kuasa kepadanya
untuk menceraikannya. Imam Malik dan Syafii berpendapat bahwa
kedua orang hakam diperkenankan mendamaikan suami istri dengan
‘iwadl atau tanpa ‘iwadl. Hakam dari pihak istri berwenang
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menentukan khulu’ dan juga hakam dari pihak suami bisa
menjatuhkan talak, hal ini karena posisi hakam bukan sebagai wali.
Khulu’ bisa dilakukan jika memenuhi persyaratannya,
antara lain, pertama: adanya perasaan benci istri kepada suami.
Kedua, seorang istri hendaknya tidak meminta khulu’ kecuali kalau
sudah merasakan kemudhoratan yang menyebabkan dia khawatir
tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan suaminya.
Ketiga, seorang suami tidak dengan sengaja menyakiti istri agar ia
menuntut khulu’ karena jika terdapat unsur kesengajaan dari pihak
suami maka tidak halal bagi suami untuk mengambil sesuatu dari
sang istri (‘iwadl).
Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad
khulu’ yaitu pertama, adanya istri atau pihak keluarga istri yang akan
membayar iwadl kepada suami. Kedua, adanya ‘iwadl yaitu harta
yang diberikan istri kepada suami sebagai pengganti atas pelepasan
ikatan perkawinan atau bisa disebut sebagai tebusan. Ketiga, shighoh
yaitu pengucapan perpisahan (khulu’) yang dilakukan oleh suami.
Keempat, suami adalah seorang yang dewa-sa, berakal, sadar dan
atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan atau pengaruh dari pihak
lainnya.
‘Iwadl merupakan hal asasi dalam akad khulu’ sehingga
jika tidak ada ‘iwadl maka tidak ada khulu’. jika seorang suami
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berkata kepada istrinya “engkau saya lepas (tanpa menyebut ‘iwadl)
maka tidak dianggap khulu’, jika suami meniatkan talak maka
jatuhlah talak raj’i. Kalau tanpa niat maka talak tidak jatuh, karena
kata “melepas” adalah kata kinayah yang memerlukan niat. Ulama
Salafi berpendapat bahwa iwadl khulu’ boleh berupa maskawin atau
sebagian dari mas kawin yang pernah diberikan kepada istrinya atau
berupa barang yang lainnya, jumlahnya bisa lebih sedikit atau lebih
banyak dari maskawin, dengan tunai atau cicilan atau bahkan dengan
jasa. Jelasnya adalah bahwa semua hal yang bisa dijadikan
maskawin bisa digunakan untuk khulu’ sebagaimana keumuman
makna ayat al-Baqarah ayat 229: “maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus
dirinya”.
Jumhur ulama berpendapat bahwa suami diperkenankan
untuk memungut ‘iwadl lebih banyak dari yang pernah diberikan
kepada istri-nya. Namun, sebagian ulama berpendapat tidak
memperbolehkan mengambil ‘iwadl lebih besar dari jumlah yang
pernah diberikannya kepada istrinya.
Ulama berbeda pendapat terkait besaran tebusan, di antara
pendapat tersebut adalah: Pertama, jika istri membenci suami karena
tidak menyukai fisiknya atau benci tingkah lakunya dan istri
khawatir tidak dapat menjalankan kewajibannya maka istri berhak
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melakukan khulu’ kepada suaminya dan suaminya berhak
mengambil ‘iwadh dari istrinya. Terkait konteks ini maka Hanafi
berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil ‘iwadh melebihi
dari apa yang sudah diberikan sebagai mahar kepada istrinya,
berdasar hadis Nabi kepada istri Tsabit bin Qais: “Apakah engkau
mau mengembalikan kebunnya kepadanya? Lalu ia berkata: iya dan
tambahannya”. Kemudian Rasul saw bersabda adapun tambahannya
maka tidak perlu. Kedua, Jumhur ulama berpendapat jika istri yang
melakukan kesalahan atau pembangkangan dari pihak istri (nusyuz)
yang kemudian menyebabkan terjadinya khulu’ maka suami boleh
mengambil ‘iwadh dari istrinya melebihi dari apa yang ia berikan
kepada istrinya, walaupun hal tersebut tidak dianjurkan. Pendapat ini
didasarkan pada surat al-Baqarah: 229. Ketiga, jika pembangkangan
dari pihak suami maka ulama sepakat bahwa makruh bagi suami
untuk mengambil sesuatu dari istrinya, ini berdasar an-Nisa: 20.
Keempat, jika kebencian berasal dari kedua belah pihak dan
keduanya khawatir tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-
masing maka diperbolehkan khulu’ dan suami mengambil pengganti
atas perceraian itu.
Sedangkan terkait jenis ‘iwadl, menurut al-Jaziry ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya benda (harta)
sebagai penebusan tersebut. Syarat tersebut di antaranya, Pertama,
harta tersebut berharga, maka khulu’ tidak sah jika kadar ‘iwadlnya
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sedikit yang diperkirakan tidak ada harganya semisal sebutir
gandum. Kedua, harta tersebut suci dan sah bisa dimafaatkan, maka
tidak sah jika ‘iwadl tersebut berupa anjing, khomr (minuman keras)
atau bangkai. Ketiga, harta yang digunakan untuk ‘iwadl bukan harta
hasil ghosob (curian). Lebih tegas al-Jaziry menyebutkan bahwa
‘iwadl itu bisa berupa uang, barang dagangan, mahar, nafkah iddah
atau upah radla’ atau upah menyusui yaitu ‘iwadl istri dengan cara
memberikan air susu kepada anak dari suaminya, atau berupa upah
hadlanah/megasuh anak yaitu ‘iwadl istri dengan cara mengasuh
anak dari suaminya.
Khulu’ memiliki beberapa hukum sesuai dengan kondisi
yang melatarbelakanginya. Sebagian ulama berpendapat bahwa
hukum dasar khulu’ adalah haram dan dilarang, namun ada yang
mengatakan makruh kecuali karena darurat. Ulama Syafi’iyyah
berpendapat bahwa hukum asal melakukan khulu’ adalah makruh, ia
menjadi sunah bila istri tidak baik dalam bergaul dengan suaminya,
khulu’ tidak menjadi haram atau wajib.
Dalam konteks Indonesia, istri dapat mengajukan khulu’
atau gugatan cerai berdasar pasal 124 KHI, dijelaskan bahwa khulu’
harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan pasal 116
KHI, yaitu:
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Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan seterusnya yang sukar disembuhkan. Kedua,
salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuannya, semisal pergi bekerja di luar kota atau
luar negeri dalam jangka waktu dua tahun atau lebih tanpa ada kabar
keberadaan (suami atau istri) seperti apa, dan termasuk dalam
kategori ini adalah bahwa suami atau istri tidak bisa menjalankan
kewajibannya sebagai suami atau istri. Sebagai suami tidak bisa
memberikan nafkah lahir-batin kepada istri dan sebagai istri tidak
bisa menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak dan mengatur
keluarga (bersama suami). Ketiga, salah satu pihak mendapat
hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang
lain.
Misalnya suami atau istri menjadi korban kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) atau melakukan ancaman-ancaman kepada
suami atau istri sehingga rumah-tangga tidak tenang karena satu
sama lain merasa terancam jiwanya. Kelima, salah satu pihak
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sebagai suami
misalnya mendapati penyakit lemah syahwat (impoten), tidak
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memiliki alat kelamin (penis), lepra, belang dan sebagai istri
misalnya alat kelaminnya (vagina-farji) tidak berfungsi (karena
vaginanya tidak berlubang baik dari lahir atau pun karena cacat yang
disebabkan oleh sesuatu hal), lepra dan belang, dimana penyakit-
penyakit tersebut sifatnya permanen dan tidak bisa diobati. Keenam,
antar suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Ketujuh, suami melanggar taktik talak dan kedelapan peralihan
agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga.
Hukum khulu’ sebagaimana hukum talak adalah
merupakan hal yang boleh dilakukan oleh pasangan istri tetapi
merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Menurut tinjauan fikih ada
beberapa hukum yang berbeda, di antaranya, Pertama, mubah
(diperbolehkan), khulu’ diperbolehkan ketika istri benci terhadap
suaminya sehingga dengan kebenciannya tersebut istri takut tidak
dapat memenuhi hak suami (kewajibannya sebagai istri) dan tidak
dapat menegakkan batasan-batasan Allah sebagai istri.Sebagaimana
surat al-Baqarah ayat 229. “Jika kamu khawatir bahwa keduanya
(suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
istri untuk menebus dirinya”. Terkait hukum mubah tersebut Syaikh
al-Bassam dalam kitabnya Bulughul Maram menyebutkan bahwa
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seorang istri diperbolehkan mengajukan khulu’ (gugat cerai), jika
istri membenci perilaku suaminya atau khawatir berbuat dosa karena
tidak dapat menunaikan hak suami (kewajiban istri), tetapi jika
suami masih mencintainya, maka istri disunnahkan untuk bersabar
dan tidak memilih khulu’ (gugat cerai)
Kedua, diharamkan, hukum ini ada dua hal keadaan yaitu (a) dari sisi
suami: jika suami menyusahkan istri, memutuskan hubungan
komunikasi, tidak memberikan hak-hak istri dengan harapan agar
istri melakukan khulu’ maka sang suami tidak berhak menerima
‘iwadl. Sebaliknya jika istri yang melakukan kesalahan (nusyuz) lalu
suami mempersulit dan tidak memberikan hak-hak istri sehingga
istrinya mengajukan khulu’ maka suami berhak menerima ‘iwadl
dari istri. Hal ini sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa:
“Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil
kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. (b)
dari istri: jika istri meminta cerai, padahal hubungan rumah tangga
baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara
pasangan suami-istri serta tidak ada alasan syar’i yang membenarkan
adanya khulu’. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu
Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dalam kitab Irwat’ul Ghalil.
“ Semua perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan
maka haram baginya aroma surga.”
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Ketiga, sunnah, jika suami meremehkan terhadap hukum-hukum
Allah sebagaimana pendapat Mazhab Hanbali. Keempat, wajib,
dalam keadaan tertentu, khulu’ menjadi wajib. Kondisi ini semisal
suami memiliki keyakinan lain yang bisa menjadikan istri sebagai
Muslimah yang murtad atau suami tidak menjalankan kewajiban
agama seperti shalat, puasa dan lain sebagainya, padahal istri telah
mengingatkan suaminya. Jika suami tetap tidak mendengarkan
peringatan dari istrinya maka dalam dua keadaan tersebut si istri
wajib melakukan khulu’ kepada suaminya. Selain kasus tersebut,
maka haram hukumnya bagi suami yang menyakiti istrinya supaya
istri minta khulu’. Sebagaimana tersebut dalam QS an-Nisa ayat 19,
sebagai berikut:
                 
         
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, kamu tidak halal mewarisi
perempuan-perempuan dengan paksa dan janganlah kamu memberati
mereka agar kamu dapat mengambil kembali sebagian dari apa yang
telah kami berikan kepadanya, kecuali kalau mereka berbuat keji
dengan nyata”.
Jika seorang istri sudah tidak bisa menemukan jalan untuk
hidup bersama suaminya lalu ia ingin mengajukan khulu’, maka ia
harus memiliki alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat untuk
pengajuan khulu’ kepada pengadilan agama. Berikut prosedur
pengajuan khulu’ sebagaimana diatur dalam pasal 148 KHI terdapat
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beberapa langkah yaitu: (1) seorang istri yang mengajukan
perceraian dengan jalan khulu’, menyampaikan permohonannya
kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya,
disertai alasan-alasannya. (2) Pengadilan agama selambat-lambat-
nya satu bulan akan memanggil istri dan suaminya untuk
mendengarkan keterangan dari masing-masing suami istri. (3) Dalam
persidangan tersebut, pengadilan agama memberikan penjelasan
tentang akibat khulu’ dan hakim akan memberikan nasihat-nasihat
kepada suami istri. (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang
besarnya ‘iwadl (tebusan) maka pengadilan agama memberikan
penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di
depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan ini maka tidak
dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. (5) Setelah sidang
penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan
tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti
perceraian bagi bekas suami dan istri, dibuat rangkap empat, yang
terdiri dari: (a) Helai pertama: beserta surat ikrar talak dikirimkan
untuk pegawai pencatat nikah. (b) Helai kedua dan ketiga: masing-
masing diberikan kepada suami-istri. (c) Helai keempat: disimpan
oleh pengadilan agama. Dan step terakhir (6) Ketika tidak tercapai
kesepakatan tentang besarnya tebusan dalam permohonan khulu’ ini
maka pengadilan agama memeriksa dan memutuskannya sebagai
perkara biasa. Dalam KHI pasal 161 menyebutkan bahwa perceraian
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dengan jalan khulu’ mengurangi jumlah bilangan talak dan tidak
dapat dirujuk.
Untuk pengajuan khulu’, jumhur ulama telah bersepakat
bahwasanya khulu’ bisa dilakukan oleh wali perempuan (ayah istri)
jika si anak perempuannya tersebut tidak cakap (idiot, bodoh),
namun prioritas pengajuan khulu’ berada dipihak istri dan jika pihak
istri tidak bisa mengajukan gugatan cerai karena kondisinya
dikekang atau ditekan oleh pihak suami maka pihak wali istri berhak
atas anak perempuannya. Hak wali untuk melakukan gugat cerai atas
anaknya ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan untuk
menikahkannya. Demikian halnya dengan perempuan hamba sahaya
di masa jahiliyah, dimana khulu’ atas dirinya diserahkan kepada
pemiliknya (tuan yang menguasainya). Al-Jaziry menegaskan bahwa
syarat terpenting bagi istri yang bisa mengajukan khulu’ adalah
berakal, mukallaf dan cerdik, sehingga anak kecil, orang gila dan
orang safih (idiot) tidak sah melakukan khulu’ terhadap suaminya.
Perwalian istri dalam khulu’ berlaku sama dalam
pernikahan sehingga ada beberapa pendapat ulama dalam perwalian
untuk istri (anak perempuan), yaitu menurut Hambali dan Maliki
wali pertama adalah ayah, kemudian orang yang menerima wasiat
dari ayah dan jika ayah tidak punya orang yang diwasiati maka
perwalian jatuh ke tangan hakim Syar’i. Kakek tidak memiliki hak
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perwalian karena kakek tidak memiliki posisi ayah. Hanafi
berpendapat bahwa para wali sesudah ayah adalah orang yang
menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah,
kemudian orang yang menerima wasiat darinya dan jika tidak ada
maka perwalian jatuh ke Qadhi. Syafii berpendapat bahwa perwalian
beralih dari ayah ke kakek, dari kakek kepada orang yang menerima
wasiat dari ayah, lalu kepada penerima wasiat kakek, lalu kepada
Qadhi. Mazhab Imamiyah berpendapat bahwa ayah dan kakek
memiliki posisi yang sama dalam perwalian selama mereka bisa
melaksanakan kewajibannya, dan jika di antara keduanya berebut
untuk menjadi wali maka kakek lah yang didahulukan. Urutan
perwalian ini menjadi sangat penting untuk dirunut dan ditelusuri
jika istri sulit untuk melakukan dan mendapatkan wali untuk
melakukan khulu’ kepada suaminya karena adanya kejahatan yang
kemungkinan dilakukan oleh suami kepada istrinya (yang meminta
khulu’).
Adapun khulu’ seorang perempuan yang cacat (difable)
maka ia bisa menggunakan cara sesuai dengan kemampuannya
semisal perempuan yang bisu yang ingin berkhulu’ maka ia dapat
melakukan khulu’ dengan isyarat ataupun dengan tulisan. Hal
terpenting dalam khulu’ adalah bahwa syarat-syarat khulu’
sebagaimana tersebut di atas terpenuhi dan pesan si istri untuk
khulu’ bisa tersampaikan dan pihak suami bisa menerima maksud
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istri untuk berkhulu’. Demikian pula dengan jenis kecacatan lainnya
maka istri bisa meminta bantuan hakim atau bisa pula diserahkan
kepada walinya untuk menyampaikan maksud istri untuk berkhulu’
kepada suaminya jika rumah tangga sudah tidak dapat
dipertahankan. Apabila seorang istri baru mengetahui bahwa
suaminya mempunyai penyakit kelamin atau sejenisnya maka istri
dapat menjatuhkan khulu’ dan suamipun harus mengerti apa yang
diiginkan oleh istri.
Lantas bagaimana hukum khulu’ bagi istri yang akan
meninggal (maradh al-maut/sekarat)? Maka dalam keadaan seperti
ini sebagian besar Ulama berpendapat bahwa khulu’ dalam keadaan
demiakian adalah sah dan istri meninggal dalam masa iddah.
Menurut Hanafi dalam kondisi demikian suami akan mendapatkan
(1) jumlah iwadl yang disepakati bersama (2) sepertiga harta warisan
istri dan (3) hartanya sendiri (suami) selama berumah tangga dengan
istri. Jumhur ulama, di antaranya Maliki, Syafi’i, Ibnu Rusy dan Ibnu
Nafi’ berpendapat bahwa dalam kondisi demikian suami hanya
mendapatkan harta warisan sepertiga dari harta waris istri.
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B. Penelitian  relevan.
Adapun penelitian maupun karya tulis yang dirasa relevan dengan
penelitian ini diantaranya :
1. Penelitian tentang BP4 ini pernah diteliti oleh Susi Yanti Mahasiswa
Jurusan Akhwalu Al Syahsyiyah UIN Suska Riau dengan judul Badan
Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dalam
Memberikan Kesadaran pada Perkawinan Dini Ditinjau menurut UU No. I
Tahun 1974 (Studi Kasus di Kec. Sungai Apit Siak Sri Indrapura) .
Dari hasil penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:
Untuk  mencegah adanya perkawinan dibawah usia minimum, maka
diperlukan adanya  kesadaran hukum dari hati masyarakat, serta peranan
Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) didalam
memberikan peneranggan  tentang bahaya pernikahan dibawah usia
minimum.
2. Peran Dan Fungsi Bp4 Dalam Mediasi Perkawinan Di Kabupaten Jepara
Oleh : SUJIANTOKO (032111212), Fakultas Syariah IAIN Walisongo
Kesimpulan :
a. Peranan BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Jepara cukup
signifikan. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dalam peran-peran;
membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami isteri
yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk
membina rumah tangga. Sehingga dengan langkah ini BP4 di
Kabupaten Jepara selalu mencoba seoptimal mungkin guna meraih win
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win solution dalam setiap problem pernikahan yang dialami oleh
masyarakat.
b. Faktor pendukung BP4 di Kabupaten Jepara adalah sebagai lembaga
semi resmi dan mendapatkan dukungan sosial. Sementara itu, faktor
penghambat BP4 adalah kinerja yang belum optimal, sosialisasi yang
kurang, SDM yang kurang mumpuni
3. Efektivitas BP4 dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran atau
Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada KUA Kecamatan
Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat), Oleh Ahmad Faisal. Mahasiswa
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tahun 2007.
Kesimpulan :
BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya sangat berperasn
sekali dalam memberikan pengetahuan terhadap pasangan yang akan
menikiah, upaya yang dilakukannya antara lain”
a. Memberikan surat panggilan kepada calon pengantin yang telah
mendaftar untuk mengikuti acara pentaran atau bimbingan
b. Pembimbingan pra- nikah tersebut dilakukan 2 kali dalam 1 bulan dan
dilaksanakan setiap hari selasa
c. Materi yang disampaikan adalah: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
perkawinan, Fiqh Munakahat, Fiqh Ibadah dan Muamalah, KB,
Keluarga Sakinah dan lainnya.
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4. Peran BP4 dan TIM Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di
KUA Bekasi dan PA Bekasi), Oleh : Ahmad Zakie, Mahasiswa UIN
Syarif Hidayatullah Tahun 2011.
Kesimpulan:
a. BP4 di dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran sebagai berikut:
mendidik dan member penerangan suami isteri agar dapat menjadi
keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah
b. Hakim- hakim di Pengadilan Agama ketika awal sidang Hakim
membebaskan bagi suami atau isteri untuk melakukan mediasi baik di
dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Seharusnya hakim perlu
merujuk mereka untuk melakukan mediasi di BP4 dan menjadikan
hasil penasehatan BP4 sebagai tambahan pertimbangan dalam
memutus perkara perselisihan rumah tangga atau perceraian.
5. Tesis yang telah ditulis oleh Sun Chairul Ummah16 (2010) yang berjudul,
“Kasus Perceraian Suami-Istri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan
Depok Sleman Yogyakarta 2007-2009,”. Dalam penelitian ini telah
dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian suami
isteri berpendidikan tinggi yang meliputi faktor internal seperti, 1) beban
psikologis isteri yang berat seperti kekurangan dan ketiadaan nafkah,
percekcokan, terjadinya KDRT, perasaan direndahkan, hilangnya kasih
sayang, komunikasi yang tidak lancar, dan kepribadian istri mengajukan
16 Sun Khairul Ummah, “Kasus gugat Cerai Suami istri Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok
Yogyakarta 2007-2009,” tesis tidak terbitkan, (Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga,
2010).
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gugatan, ketidaksabaran menghadapi konflik, kemandirian ekonomi,
adanya persepsi terhadap kesetaraan gender, dan kurangnya pemahaman
agama isteri. 2) ketidak matangan cara berfikir suami,
ketidaktanggungjawaban suami dan kurangnya pemahaman agama suami,
dan faktor eksternal seperti campur tangan pihak ketiga, lingkungan
hedonis, materialis. Intisarinya adalah bahwa pendidikan tinggi
mempengaruhi tingginya angka perceraian.
6. Tesis yang disusun oleh Rismayati17, berjudul, “Faktor Penyebab Eskalasi
Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2007-2009,”. Pokok
permasalahan  dalam karya ini mengkaji tentang faktor yang
menyebabkan eskalasi perceraian serta realitas perceraian di Pengadilan
Agama Wonosari yang ditinjau dari sisi hukum positifnya. Melalui teori
perubahan sosial walver dan page, serta pendekatan yuridis sosiologis,
penelitian ini melahirkan temuan faktor  dominan yang menjadi penyebab
perceraian adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, tidak adanya
tanggungjawab, dan ketidakharmonisan.
7. Tesis yang disusun oleh Silva Riszki Amalia18, berjudul, “Faktor-faktor
Pendorong cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-
2013,”. Pokok permasalahan dalam karya ini mengkaji faktor dominan
pendorong terjadinya cerai gugat adalah : 1) Faktor Nusyuz suami
terhadap istri dengan rincian bahwa suami tidak memenuhi kebutuhan
17 Rismiyati, “Faktor Penyebab Eskalasi Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2007-
2009,” tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2010).
18 Silva Rizki Amalia, “Faktor pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011-
2013,” Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015).
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ekonomi, melakukan KDRT, mengolok-olok dan memaki-maki istri dan
meninggalkan istri dan anak.
2) Syiqaq, yaitu terjadinya pertengkaran, percekcokan suami istri karena
perselisihan, seperti kesulitan ekonomi rumah tangga, adanya campur
tangan orang ketiga, dan perselingkuhan. 3) Nusyuz istri terhadap suami,
tidak taat pada suami, tidak menjaga diri dengan baik ketika suami tidak
berada di rumah, dan pergi dari rumah serta meninggalkan segala
kewajibannya. 4) Suami istri melakukan zina.
C. Kerangka Berfikir.
Penasehatan kepada calon pengantin telah dilaksanakan meskipun
belum maksimal. Penasehatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada
calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar
supaya calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam
memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga
angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan.
Menurut hemat peneliti bila penasehatan pranikah dilaksanakan
secara optimal maka akan mampu menekan angka perceraian tersebut.
Begitupun dengan kegiatan konseling keluarga mutlak diperlukan,
karena tingginya angka perselisihan mendorong meningkatnya angka
perceraian yang membuat keluarga berantakan sebagai sumber utama
timbulnya masalah sosial. Perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam
interen keluarga karena sama sulitnya dengan bersikap netral terhadap
persoalan yang dihadapi oleh pihak suami maupun isteri, untuk itu diperlukan
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pihak ketiga yang netral yaitu konselor. Selama ini penasehatan dilakukan
melalui Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
Penasehatan pranikah atau kursus calon pengantin (suscatin) dan
konseling keluarga harus diberikan kepada setiap calon pengantin dan keluarga
yang tengah berselisih, dengan nasehat dan bimbingan dari konselor yang
profesional tujuan pernikahan; mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah
dan rahmah akan dapat tercapai, tanpa konselor yang profesional serta
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, sulit diharapkan tujuan
mulia pernikahan itu bisa tercapai.
Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita
memandangnya dari dua buah sisi. Dimana  pernikahan merupakan sebuah
perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran
seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang
melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki
keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan
memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus
disalurkan.
Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan
biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Agama Islam juga telah menetapkan
bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah
hanya dengan pernikahn, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik
jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini.
Di dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat
79
membawa kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti
pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran
kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian
hidup bagi manusia di mana setiap manusia dapat membangun surga dunia di
dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar
dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam.
Menikah merupakan sunnah para nabi dan para rasul, di samping
sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan dan karunia nikmat dari Allah Azza
wa Jalla. Melalui pernikahan, manusia yang berpasangan laki dan perempuan
akan memulai menjalani kehidupan baru, yaitu kehidupan rumah tangga, yang
menjadi dambaan setiap manusia di muka bumi ini. Demikian ini sudah
sunnatullah, yang merupakan siklus kehidupannya sebelum semuanya berakhir,
yaitu mendapatkan keturunan.
Di hadapan sepasang suami-istri tersebut mementang berbagai
permasalahan yang harus dihadapi bersama. Permasalahan di dalam keluarga
sangatlah kompleks dan saling berkaitan, antara satu dengan lainnya.
Dengan demikian pasangan suami isteri hendaknya melaksanakan
prinsip-prinsip dalam perkawinan.
Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam
perkawinan, yaitu :
a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan
perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebuh dahulu untuk
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mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan
perkawinan atau tidak.
b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan
larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus
diindahkan.
c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan
tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang
berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau
rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di
mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut
Undang-undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya
sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam
mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
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menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-
tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-
peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,
kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi
yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari
yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih
dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih
dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus
masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir
dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk
itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih
dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan
masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang
lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami
istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah
bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang
lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi,
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berhubungan dengan itu, maka Undang-Udang Perkawinan ini
menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita,
ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut
prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin
perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi
golongan luar Islam.
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam
keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.
Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut
Hukum Islam dan menurut Undang-Udang Perkawinan, maka dapat dikatakan
sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.
Jika pemahaman materi pembinaan Perkawinan (BP4) agama isteri
bagus, maka keputusan cerai gugat tidak akan terjadi, maka angka cerai gugat
akan berkurang.
Mempunyai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah adalah
dambaan setiap insan, baik yang akan maupun yang tengah membangun rumah
tangga.
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Faktanya menunjukan bahwa banyak orang yang merindukan
rumah tangga menjadi suatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan
berkah. Namun, fakta juga membuktikan tidak sedikit keluarga yang hari demi
harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan, kegelisahan dan penderitaan.
Bahkan tidak jarang di akhiri dengan pertengkaran, perceraian dan juga
penderitaan. Ada ungkapan Rasulullah SAW “Baitii jannatii” rumahku adalah
surgaku, merupakan ungkapan tepat tentang bangunan rumah tangga/keluarga
ideal.
Dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi fondasi kokoh
berupa Iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang
kehidupannya dengan Ihsan, tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan
kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia tak lepas dari hajat
keduniaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan. Merindukan suatu
keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu tidak asal jadi, yang hanya
bermodalkan cinta saja, tetapi dibutuhkan kesungguhan, keyakinan,
keberanian, serta dibutuhkan kerja keras dan kemauan yang kuat untuk
mewujudkannya.
Ada beberapa indikasi untuk menciptakan keluarga yang bahagia:19
Pertama, dengan menjadikan keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang ahli
taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullah dan keluarga yang
selalu rindu untuk mengutuhkan kemulian hidup di Dunia, terutama
mengutuhkan kemuliaan dihadapan Allah
19 Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : PT. Grafindo Persada,
2004.
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SWT kelak di Surga. Yang menjadikan tempat berkumpulnya keluarga di
Surga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah.
Kedua, menjadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah Ilmu.
Memiliki harta tapi kurang ilmu akan menjadikan kita diperbudaknya. Harta
dinafkahkan akan habis, iImu dinafkahkan tidak akan habis dan akan
berlimpah. Pastikan keluarga kita sungguh sungguh mencari ilmu baik ilmu
tentang Dunia maupun Ilmu Akhirat, bekali anak sedari kecil dengan ilmu dan
jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.
Ketiga, jadikan rumah sebagi pusat nasihat. Kita harus tahu persis semakin hari
semakin banyak yang harus kita lakukan, untuk itu kita butuh orang lain agar
bisa saling melengkapi kekurangan, guna memperbaiki kesalahan kita. Apabila
sebuah rumah tanga mulai saling menasihati, maka keluarga bagaikan cermin
yang akan membuat anggota keluarganya berpenampilan lebih baik dan lebih
baik lagi. Karena tidak ada koreksi yang lebih baik daripada koreksi dari
keluarga.
Keempat, jadikan rumah sebagi pusat kemulian,pastikan keluarga kita sebagai
contoh bagi keluarga yang lain. Berbahagialah jika keluarga kita dijadikan
contoh teladan bagi keluarga lain. Itu berarti masing-masing anggota keluarga
senantiasa menuai pahala dari setiap orang yang berubah karena kita sebagi
jalan kebaikannya, saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemulian di
keluarga agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu
perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di
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Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum
perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara dan untuk pelbagai daerah.
Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS
(Indische Staatsregeling) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia
menjadi tiga golongan, yaitu : golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan
golongan Indonesia Asli (Bumiputera).20
Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan
pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq),
ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab
sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah
dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap
dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan
kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atsa perceraian tersebut.21
Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja.
Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk
melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan
yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau
tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut
konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan
melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, serta pembagian harta
gono-gini.22
20 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15
21 Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 17.
22 Ibid, hal. 21.
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Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam
pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai
bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah
tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap
pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang
memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi
perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah
apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan
yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak
berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala
rumah tangga.23
D. Konsep Operasional.
a. Pernikahan
 Wanita muslimah harus mengetahui pengertian pernikahan.
 Wanita muslimah harus mengetahui apa saja perlu dipersiapkan
sebelum pernikahan.
 Wanita muslimah harus mengetahui dasar utama memilih pasangan
hidup.
 Wanita muslimah harus mengetahui tujuan pernikahan menurut
menurut hukum Islam dan perundang-undangan.
 Wanita muslimah harus mengetahui tanda-tanda rumahtangga sakinah.
23 Ibid.
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 Wanita muslimah harus mengetahui pentingnya akidah yang benar dan
ibadah dalam keluarga.
 Wanita muslimah harus mengetahui ciri-ciri wanita saleha.
 Wanita muslimah harus mengetahui kewajiban seorang isteri.
 Wanita muslimah harus mengetahui usaha menjaga keharmonisan
rumah tangga.
 Wanita muslimah harus mengetahui fungsi keluarga.
 Wanita muslimah harus mengetahui penyelesaian perselisihan dalam
perkawinan.
b. Perceraian
 Wanita muslimah harus mengetahui pengertian perceraian.
 Wanita muslimah harus mengetahui apa saja dampak negatif terjadinya
perceraian.
 Wanita muslimah harus mengetahui pengertian cerai gugat.
 Wanita muslimah harus mengetahui hukum seorang isteri minta cerai.
c. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
 Wanita muslimah harus mengetahui pengertian BP4.
 Wanita muslimah harus mengetahui peran dan tugas BP4.
